
 
 
 
 
 
 

 

 
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 

NOMOR 15 TAHUN  2012 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BESAR, 

Menimbang :    a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pendidikan 
kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan perlu 
didukung oleh peningkatan pendapatan daerah; 

b. bahwa salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah 
diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat 
sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan; 

c. bahwa ketentuan Pasal 110 huruf m Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pendidikan 
digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum yang 
dapat dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi 
Pelayanan Pendidikan;  

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172,   Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003  Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4438); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4586); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan 
Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 10); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3412); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3413); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang 
Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang 
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 
Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3484); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang 
Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3485); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105); 

22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe 
Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15); 

23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh 
Nomor 38); 

24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar 
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Aceh Besar ( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar 
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Besar Nomor 12). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR 

dan 

BUPATI ACEH BESAR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI  

                           PELAYANAN PENDIDIKAN 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai 
suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
dipimpin oleh seorang Bupati; 

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;  

4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten 
Aceh Besar; 

5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang 
dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK 
adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar 
yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; 

7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis 
peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar; 

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara; 

9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 
penyelengaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah Kabupaten 
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Aceh Besar, penyelengaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, 
dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai 
dengan pendidikan nasional; 

10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan pendidikan nasional; 

11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan tertentu; 

12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; 

13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 
tengku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyai; 

14. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 
dengan tujuan pendidikan; 

15. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan; 

16. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan 
tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan; 

17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal 
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 

18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi; 

19. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; 

20. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan; 

21. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang dimaksudkan untuk 
memperluas pengetahuan, mengembangkan keterampilan hidup yang 
bersifat universal, dan membina kepribadian peserta didik; 

22. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan 
peserta didik untuk dapat bekerja dengan bekal pengetahuan, 
keterampilan tertentu, dan kepribadian Islami; 

23. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan 
peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada  
Allah SWT serta dapat menjalankan peranannya berdasarkan pemahaman 
dan  penguasaan pengetahuan agama; 

24. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan 
meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk 
pegawai atau calon pegawai suatu lembaga pemerintah; 

25. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang 
thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau 
pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam 
dan dipimpin oleh teungku dayah; 
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26. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan 
untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, 
potensi bakat istimewa, daerah sulit/terpencil; 

27. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik 
yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada 
sekolah reguler dengan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya; 

28. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang dimaksudkan 
terutama untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau 
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

29. Pendidikan vokasional atau profesi merupakan pendidikan yang 
diarahkan terutama pada penguasaan dan penerapan keahlian tertentu, 
atau untuk memberikan pelayanan profesi kepada masyarakat; 

30. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut; 

31. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah 
dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber 
belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain; 

32. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan 
berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat; 

33. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

34. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 
warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 
daerah; 

35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu; 

36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; 

37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 
pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan; 

38. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan 
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; 

39. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, 
masyarakat, dana, sarana, dan prasarana; 

40. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat 
yang peduli pendidikan; 
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41. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan; 

42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangaan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi 
tertentu; 

43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari pemerintah kabupaten; 

44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati; 

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok 
Retribusi yang terutang; 

46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih 
besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda; 

48. Pemungutan adalah suatu rangkaian  kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek  Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya; 

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah; 

50. Penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil 
yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 

51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindakan 
pidana di bidang Pajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana; 

52. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk 
dibebankan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertetu 
dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
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BAB  II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal  2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan  pendidikan dan pelatihan 
teknis oleh Pemerintah Kabupaten. 

 
 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan 
penyelenggaraan pendidikan  dan/atau  pelatihan  teknis  yang  
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. 

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
adalah: 
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kabupaten; 
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; 
c. pendidikan/pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  BUMN, BUMD; 

dan 
d.  pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 
 

 
Pasal 4 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan teknis yang selenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten. 

 

BAB III 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 5 
 

NO KEGIATAN 
TARIF 

RETRIBUSI 
(Rp) 

A KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT DASAR  
1 Kursus dan Pelatihan Komputer 100.000 
2 Kursus dan Pelatihan Bahasa 100.000 
3 Kursus dan Pelatihan Menjahit (Tata Busana) 100.000 
4 Kursus dan Pelatihan Tata Boga 100.000 
5 Kursus dan Pelatihan Tata Rias Pengantin 100.000 
6 Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Rambut 100.000 
7 Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Kulit 100.000 
8 Kursus dan Pelatihan Merangkai Bunga 100.000 
9 Kursus dan Pelatihan Perbengkelan Las 

Listrik/Ketok Magic/Standless 
100.000 

10 Kursus dan Pelatihan Teknisi Otomotif 
Mobil/Sepeda Motor 

100.000 

11 Kursus dan Pelatihan Teknisi Elektronika 100.000 
12 Kursus dan Pelatihan Perabotan/Pertukangan 100.000 
13 Kursus dan Pelatihan Mengemudi 100.000 
14 Kursus dan Pelatihan Seni Tari/Musik/Ukir/Lukis 100.000 
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15 Kursus dan Pelatihan Sablon 100.000 
   

B KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT TERAMPIL 
DAN MAHIR 

 

1 Kursus dan Pelatihan Komputer 150.000 
2 Kursus dan Pelatihan Bahasa 150.000 
3 Kursus dan Pelatihan Menjahit (Tata Busana) 150.000 
4 Kursus dan Pelatihan Tata Boga 150.000 
5 Kursus dan Pelatihan Tata Rias Pengantin 150.000 
6 Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Rambut 150.000 
7 Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Kulit 150.000 
8 Kursus dan Pelatihan Merangkai Bunga 150.000 
9 Kursus dan Pelatihan Perbengkelan Las 

Listrik/Ketok Magic/Standless 
150.000 

10 Kursus dan Pelatihan Teknisi Otomotif 
Mobil/Sepeda Motor 

150.000 

11 Kursus dan Pelatihan Teknisi Elektronika 150.000 
12 Kursus dan Pelatihan Perabotan/Pertukangan 150.000 
13 Kursus dan Pelatihan Mengemudi 150.000 
14 Kursus dan Pelatihan Seni Tari/Musik/Ukir/Lukis 150.000 
15 Kursus dan Pelatihan Sablon 150.000 

 

 

BAB IV 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 
 

 

BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 7 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa per 
tahun di setiap jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3. 

(2) Jumlah pengguna per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah 
penggunaan jasa setiap jenis pelayanan pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3.  

 

BAB VI 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan 
Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan 
Pelayanan Pendidikan  yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, 
aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pendidikan 
tersebut; 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional 
dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 
pelayanan pendidikan, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian 
biaya; 

Pasal 9 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan indeks  harga dan perkembangan perekonomian; 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan 
Pelayanan fasilitas Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Aceh Besar. 

 
BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati. 
 

Pasal 12 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

 

BAB IX 

SURAT PENDAFTARAN 

Pasal 13 

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran; 

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau 
kuasanya; 

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
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BAB X 

PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

(1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan 
retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati; 

 

 

BAB XI 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 15 

(1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
di persamakan; 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan; 

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

  
 

Bagian Kedua 

Sanksi  Administratif 

Pasal  16 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar  2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; 

(2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan surat teguran; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan 

Pasal 17 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan 
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan 
penyelenggaraan penyediaan pelayanan pendidikan; 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
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Bagian Keempat 

Keberatan 

Pasal 18 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai 
dengan alasan-alasan yang jelas; 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; 

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi; 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi. 

 

 

 

Pasal 19 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 
diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan; 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan 
yang diajukan harus diberi suatu keputusan oleh Bupati; 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah besar Retribusi yang terutang;  

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

 

 

 

BAB XII 

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 20 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; 

(2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
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BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 21 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati; 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang Retribusi tersebut; 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB; 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 
Retribusi; 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.  

 
 

 

BAB XIV 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBANAN RETRIBUSI 

Pasal 22 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retribusi; 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan 
oleh Bupati. 

 

 

 

BAB XV 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 23 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
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Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana Retribusi 
dibidang Retribusi; 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika; 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut; 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah; 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

 

Pasal 24 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1); 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

 

BAB XVI 

PENYIDIKAN  

Pasal 25 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 
jelas; 

b. meneliti,  mencari dan  mengumpulkan keterangan  mengenai orang  
pribadi  atau  Badan  tentang kebenaran  perbuatan  yang  dilakukan  
sehubungan  dengan  tindak  pidana  Retribusi Daerah; 
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c. meminta keterangan d a n  b a h a n  bu k t i  dari orang pribadi atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

d. memberikan buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan  hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui penyidik  Pejabat  Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

 

 

BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 26 

(1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar; 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
 

 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 28 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Besar. 
  
              Ditetapkan di Kota Jantho 
              pada tanggal 26 Desember 2012 M                   
                        12 Shafar      1434 H 
 
                                                                            BUPATI ACEH BESAR, 
 
 

                                                                              MUKHLIS BASYAH 
 
Diundangkan di Kota Jantho 
pada tanggal 27 Desember 2012 M  
                    13 Shafar      1434 H 
 
     SEKRETARIS DAERAH  
      KABUPATEN ACEH BESAR, 
 
 
 
         ZULKIFLI AHMAD 
  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2012 NOMOR 31   
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PENJELASAN 

ATAS 

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 

 
NOMOR 15 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN 
 
 
I. UMUM 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh, maka Kabupaten Aceh Besar mempunyai 
kewenangan mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor 
publik termasuk didalamnya sektor Pendidikan dan dalam rangka 
menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, 
peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan 
peran serta masyarakat dalam pendidikan, maka diperlukan 
pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di 
Kabupaten Aceh Besar. 

 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup Jelas 

Pasal 2 

 Cukup Jelas 

Pasal 3 

 Cukup Jelas 

Pasal 4 

 Cukup Jelas 

Pasal 5 

 Cukup Jelas 

Pasal 6 

 Cukup Jelas 

Pasal 7 

 Cukup Jelas 

Pasal 8 

 Cukup Jelas 
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Pasal 9 

          Cukup Jelas  

Pasal 10 

 Cukup Jelas 

Pasal 11 

 Cukup Jelas 

Pasal 12 

 Cukup Jelas 

Pasal 13 

 Cukup Jelas 

Pasal 14 

 Cukup Jelas 

Pasal 15 

 Cukup Jelas 

Pasal 16 

 Cukup Jelas 

Pasal 17 

 Cukup Jelas 

Pasal 18 

 Cukup Jelas 

Pasal 19 

 Cukup Jelas 

Pasal 20 

 Cukup Jelas 

Pasal 21 

 Cukup Jelas 

Pasal 22 

 Cukup Jelas 

Pasal 23 

 Cukup Jelas 

Pasal 24 

 Cukup Jelas 

Pasal 25 

 Cukup Jelas 

Pasal 26 

 Cukup Jelas 
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Pasal 27 

 Cukup Jelas 

Pasal 28 

 Cukup Jelas 

  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  

NOMOR 31 
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